Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

10.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Badan adalah
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan
Pajak Daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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17.

18.

19.
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/
atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak
atas tanah dan/atau Bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas
konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui
pesanan oleh restoran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh
suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk
bermacam peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
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Jasa Parkir adalahjasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian
untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam
dan/ atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat
MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang
mineral dan batu bara.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase
tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD
adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
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Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang
sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan
Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajih Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit
Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau
dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan
pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak tan pa menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua
jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan
yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk
melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.
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54.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak
yang meliputi Penagihan  Seketika dan  Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah  data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

57. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga
Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah,
besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai
Air.

58. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR
adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah
dalam suatu zona nilai tanah.

59. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona
geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang
mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas
penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah
administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat
pada batas blok.

60. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat
DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan
perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya
yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya
komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas
bangunan.

BAB II
PENGATURAN UMUM PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:
a. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan

b. Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh
Wajib Pajak

Pasal 3

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;



d. Opsen PKB;
e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan

(1)

(2)

(3)

oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b terdiri atas:

a. BPHTB;

b. PBJT atas:
Makanan dan/atau Minuman;
Tenaga Listrik;

1
2
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
S

. Jasa Kesenian dan Hiburan;
c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Masa PBB-P2

Pasal 4

Masa pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada
pasal 3 ayat 1 huruf a ditetapkan selama jangka waktu 1
(satu) tahun kalender.

Masa pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada
pasal 3 ayat 1 huruf b ditetapkan selama jangka waktu 1
(satu) bulan kalender untuk objek pajak yang bersifat
insidentil, dan 1 (satu) tahun kalender untuk objek pajak yang
bersifat permanen.

Masa pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada
pasal 3 ayat 1 huruf c, ayat 2 huruf b dan huruf c ditetapkan
selama jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB III
DASAR PENGENAAN

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 5

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kawasan yang menjadi kegiatan perkebunan, perhutanan dan
pertambangan sebagai objek yang dikecualikan dari PBB-P2
adalah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan
Pajak Bumi dan Bangungan Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan oleh instansi yang berwenang.

Bangunan yang menjadi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah bangunan dengan konstruksi tetap yang
melekat pada Bumi dan/atau perairan pedalaman dan/atau
laut.



(1)

(2)

(3)

(1)

(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 6

Objek PBB-P2 dibagi menjadi:

a. Objek pajak umum; dan

b. Objek pajak khusus.

Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi

umum dengan tanah dan bangunan berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu.

Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi
khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus,
seperti:

a. pabrik;

b. tempat rekreasi;

c. stasiun pengisian bahan bakar; dan

d. menara telekomunikasi.

Pasal 7

Klasterisasi Tarif PBB-P2 sesuai Pemanfaatan Objek Pajak
meliputi:

a. Lahan Produksi Pangan dan Ternak; dan

b. Non Lahan Produksi Pangan dan Ternak.

Klasterisasi Tarif PBB-P2 pada Lahan Produksi Pangan dan

Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dikenakan untuk objek pajak sebagai berikut:

a. persawahan;

b. perkebunan; dan

c. peternakan.

Klasterisasi Non Lahan Produksi Pangan dan Ternak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan
untuk objek pajak yang tidak termasuk dalam ayat (2).

Pasal 8

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari
satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek
PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak dalam hal telah terhubung
dengan basis data Nomor Induk Kependudukan.

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/
atau Bangunan.

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan menurut
keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
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Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan
wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) merupakan wilayah Daerah tempat
Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

b. perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung
dengan Bangunan yang berada di daratan.

Pasal 9

Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus
persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/ atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah.

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disesuaikan dengan pelaksanaan pendataan objek PBB-

P2 yang mempertimbangkan indikator sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pajak Reklame

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa
Reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai
sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan nilai kontrak reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
memperhatikan:

faktor jenis;

bahan yang digunakan;

lokasi penempatan;

waktu penayangan;

jangka waktu penyelenggaraan;
jumlah; dan

@ mo oo o

ukuran media reklame.

Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai
sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 11

Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau
profesi yang mempunyai ukuran tidak melebihi 0,50 m?2 (nol
koma lima puluh) meter persegi, dikecualikan dari objek pajak
reklame

Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak
Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha
penyelenggara Reklame terdaftar.

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya
penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga
Pajak Air Tanah

Pasal 12

Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah hasil perkalian antara Hasil Volume pengambilan
atau pemanfaatan Air Tanah dengan Harga Dasar Air Tanah
sesuai dengan komponen peruntukan.

Besarnya Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang
ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

Volume pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah
besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang
dihitung dalam satuan m?® (meter kubik).

Volume pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air
Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.

Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:

a. 0 m® (nol meter kubik) sampai dengan 50 m?® (lima puluh
meter kubik);

b. 51 m® (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 500
m?® (lima ratus meter kubik);

c. 501 m?® (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan 1.000
m? (seribu meter kubik);

d. 1.001 m? (seribu satu meter kubik) sampai dengan 2.500
m?® (dua ribu lima ratus meter kubik); dan

e. Lebih dari 2.500 m?® (dua ribu lima ratus meter kubik).
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Pasal 14

Komponen Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (2) terdiri atas:

a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
dan

c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan.

Komponen Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

Penetapan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) dilakukan berdasarkan kriteria:

a. batuan penyusun akuifer;
b. kualitas Air Tanah; dan/atau
c. potensi Air Tanah.

HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah:

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk
keperluan dasar rumah tangga yang memanfaatkan air
tidak lebih dari 10 m® (sepuluh meter kubik)/hari,
pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan
rakyat dan keperluan keagamaan; dan

c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk
kepentingan penanggulangan bahaya kebakaran,
kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak
menimbulkan  kerusakan atas sumber air dan
lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah
turutannya.

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Bagian Keempat
Opsen PKB

Pasal 17

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
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Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya
PKB

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar

Bagian Kelima
Opsen BBNKB

Pasal 18

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

Wilayah  Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor
terdaftar.

Bagian Keenam
BPHTB

Pasal 19

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek
pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya
perolehan tanah dan/ atau bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian
pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk:
1. tukar-menukar;
hibah;
hibah wasiat;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

nalR SR

penggabungan usaha;
peleburan usaha;

© N oo

pemekaran usaha, dan/ atau
9. hadiah.

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh
penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
bidang pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
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Dalam hal jual beli tanah dan/ atau Bangunan tidak
menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk
jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.

Bagian Ketujuh
PBJT

Pasal 20

Dasar pengenaan PBJT atas Penjualan dan/atau penyerahan
Makanan dan/atau Minuman merupakan jumlah yang
dibayarkan oleh konsumen.

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang
disediakan oleh:

a. Restoran yang menyediakan layanan penyajian Makanan
dan/atau Minuman dengan fasilitas paling sedikit berupa
meja atau kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah
jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian
berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan
berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan
penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
petugasnya.

4. Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang
sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain,
dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah
atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 21

Dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik adalah nilai jual tenaga
listrik.

(1)

(2)

Pasal 22

Dasar pengenaan PBJT atas jasa perhotelan merupakan
jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan;

Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan
fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang
rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, yang
mencakup:

a. hotel;

hostel,

vila;

pondok wisata;
motel;

o a0 o
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losmen;
wisma pariwisata;

>0

pesanggrahan;

rumah penginapan / guesthouse / bungalow / resort /
cottage;

j. glamping; dan

[y
.

k. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang
memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan
PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya
tersebut.

Glamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j
dikecualikan dari pemungutan pajak.

Pasal 23

Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah
pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir
dan/ atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.

Pasal 24

Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah
jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa
Kesenian dan Hiburan.

(1)

(2)

Pasal 25

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk
PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk
PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat
parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi
barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kedelapan
Pajak MBLB

Pasal 26

Dasar Pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan
MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
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Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut
tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Harga Patokan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan MBLB di mulut tambang.

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 27

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada
Kepala Badan dengan menggunakan:

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan b sampai dengan
huruf e.

b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
Pajaknya kepada Kepala Badan.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang
diterbitkan oleh Kepala Badan.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Badan dapat menerbitkan NOPD untuk jenis Pajak
yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang
pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
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Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Badan secara jabatan
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau
dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penilaian PBB-P2

Pasal 28

NJOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diperoleh
melalui proses Penilaian.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan
menjadi:

a. NJOP Bumi; dan

b. NJOP Bangunan.

Penilaian objek PBB-P2 dilakukan berdasarkan SPOP yang
telah diteliti kebenaran data subjek dan objek pajaknya.

Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dirnaksud pada ayat (3)
terdiri dari:

a. Penilaian massal; dan
b. Penilaian individual.

Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dilakukan apabila objek pajak yang dinilai dalam jumlah yang
banyak dengan karakteristik yang hampir sama.

Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dapat dilakukan untuk objek pajak yang memenuhi
salah satu dan/atau semua kriteria sebagai berikut:

a. Luas bangunan lebih dari 500 m? (lima ratus meter
persegi);
Bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai;

c. Objek pajak yang nilai bangunannya sama dengan atau
lebih besar dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

d. Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3).

Pasal 29

NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal
objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter
persegi.

NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi
kedalam klasifikasi NJOP Bumi.

Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(2) huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas
bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
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(2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per
meter persegi kedalam klasifikasi NJOP.

(3) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dilakukan dengan
membentuk NIR dalam setiap ZNT.

(2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga
rata-rata nilai transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan
telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 32

Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan
menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.

Pasal 33

(1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b dapat
dilakukan dengan cara:

a. membandingkan dengan nilai bangunan lain yang sejenis.

b. menghitung nilai perolehan baru bangunan dikurangi
dengan penyusutan; atau

c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari
pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan
biaya kekosongan dan biaya operasi.

(2) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Petugas Penilai Pajak Daerah.

(3) Dalam hal tidak tersedianya Petugas Penilai Pajak Daerah,
Bupati dapat bekerjasama dengan Penilai Pemerintah, Penilai
Publik, dan instansi lain yang terkait.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 34

(1) Kepala Badan menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat
pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Badan
dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan
data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
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(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari
jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran
objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menetapkan
Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima)
tahun sejak terutangnya Pajak.

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk
12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat
pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar sehingga
kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua
belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah
dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 35

(1) Kepala Badan menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan
SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b
dengan menggunakan SPPT.

(2) Kepala Badan yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2
dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah
Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Badan;
dan/atau

b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2
yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh
Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 36
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui pembayaran tunai dan sistem
pembayaran berbasis elektronik.

(4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
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b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan
huruf c¢ paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
berakhirnya masa Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas
Tanah dan/ atau Bangunan dari jual beli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan ayat (3)
berdasarkan nilai perolehan objek pajak.

(8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian
pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli
mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan
pembayaran kekurangan dimaksud.

(9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada
saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 37

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai
kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/ atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli
dan/ atau akta atas tanah dan/ atau Bangunan kepada
Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan bukan
merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat
keterangan bukan objek BPHTB.
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Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 39

Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB
dengan NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya;
dan

2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per
meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan
per meter persegi pada basis data PBB- P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai
perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif,
pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang
atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk
besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan
dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian
objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah
wasiat.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di
tempat.

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang
disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak
wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
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Bagian Keenam
Pembukuan

Pasal 40

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan
secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) per tahun  wajib
menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran
usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan
untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disimpan selama S (lima) tahun di Indonesia di
tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang
pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 41

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan  sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis
Pajak dalam satu masa Pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
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Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap
telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 42

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau
disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Daerah menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima
belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 43

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat
dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami
keadaan kahar.

Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a. bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan atau

o a0 o

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 44

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa
penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD
dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
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Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangn.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak
yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 45

Kepala Badan melakukan Penelitian atas SPTPD yang
disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (1).

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran
dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau
administrasi lainnya.

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Badan menerbitkan
STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan
jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang
tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Badan dapat
melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan

Pasal 46

Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau
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c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

pemberian NPWPD secara jabatan;
penghapusan NPWPD;

a
b

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e

pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 47

Dalam jangka waktu paling lama S5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar
berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang
terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka
penerbitan SKPDKBT.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.
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Pasal 48

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 terdapat kelebihan pembayaran Pajak,
Kepala Badan menerbitkan SKPDLB.

(1)

(2)

(2)

(4)

Pasal 49

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan
ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 50

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.

Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

Kepala Badan dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam
hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif
lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa
pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak

Pasal 51

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajak.

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan,
dapat dilakukan imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran
atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perpajakan.

Pasal 52

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Bupati berwenang
menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

1. Surat Teguran; dan

2. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

(2)

Pasal 52 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.
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Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 54

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu S5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal
18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26
ayat (6), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah.

Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat
penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), jangka waktu 5 (lima)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
saat penetapan SKPD atau SPPT.

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran
dan/ atau Surat Paksa.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang
Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan  permohonan  angsuran atau  penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua Belas
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 55

Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak.

Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak untuk
melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (3).
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Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa
Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Bagian Ketiga Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 56

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala
Badan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau
SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan,
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
bencana alam;
kebakaran;

a
b
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau

e

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.
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Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan
surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1).

Pasal 57

Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7).

Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar
dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/
ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Keberatan.
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Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 58

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat
Keputusan Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan
disertai alasan yang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan
Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (8) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Gugatan Pajak

Pasal 60

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a.

pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1)
dan Pasal 57; dan
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penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke
badan peradilan pajak.

Pasal 61

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(3)

(4)

Bagian Kelima Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi,
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 62

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha
sebagai wajib pajak di daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikategorikan sebagai berikut:

a. pelaku usaha mikro;
b. pelaku usaha ultra mikro; dan/atau
c. koperasi.

Insentif fiskal yang diberikan kepada Wajib Pajak yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan b berupa pembebasan pajak daerah selama 2 (dua)
masa pajak untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Insentif fiskal dapat diberikan kepada pelaku usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atas
permohonan atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan, antara lain:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya
yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang
bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional.
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Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 63

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/
atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
dan/atau objek Pajak

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak atas jenis
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dapat diberikan untuk Wajib Pajak yang memenuhi salah satu
dan/atau semua kriteria sebagai berikut:

a. Veteran pejuang kemerdekaan, veteran = pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau
janda/dudanya;

b. orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal
dari pensiunan;

c. orang pribadi berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban
perpajakannya sulit untuk dipenuhi; dan

d. wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas dan/atau keadaan kahar pada Tahun Pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
rutin.

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak atas jenis
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
huruf ¢, dan ayat (2) dapat diberikan untuk Wajib Pajak yang
yang memenuhi salah satu dan/atau semua kriteria sebagai
berikut;

a. orang pribadi berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban
perpajakannya sulit untuk dipenuhi; dan

b. wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan
likuiditas dan/atau keadaan kahar pada Tahun Pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
rutin.

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut;
a. lahan pertanian yang sangat terbatas;

b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari
golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3);

c. nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu;

d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran,
huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 64

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa:
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a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/ atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada
waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan
Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib
Pajak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan
Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan
Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam
pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan

huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua
puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran
Pajak yang ditunda disertai bunga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) meliputi:

a. bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/ atau

o a0 o

keadaan lain berdasarkan pertimbanga Bupati.
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Bagian Keenam Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 65

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala
Badan dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Surat Pembetulan oleh Kepala Badan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut
dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib
Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan
wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan
diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) berisi:

a. mengabulkan  permohonan  Wajib Pajak  dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak;

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 66

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala
Badan.

Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.
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Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu Utang Pajak lainnya.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan
imbalan bunga sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V

Bagian Kedelapan Belas
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 67

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi
Pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain; dan/ atau

c. pihak ketiga.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/ atau pemanfaatan data dan/ atau
informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau
sumber daya manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan
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efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk
kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak
ketiga se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi
bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c sampai dengan huruf g.

Pasal 68

Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang
dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2)
dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau
dokumen lain yang disepakati para pihak.

Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja
sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

subjek kerja sama;

maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;

@ R0 TP

sanksi;
korespondensi; dan
perubahan.

—. e

Paragraf 2
Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 69

Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah
Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada
pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang
digunakan untuk transaksi perdagangan.
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(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang
pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran
usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 24 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 37);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak
Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Nomor 39);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 26
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak
Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Nomor 40);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
(Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 28);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 26
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2017 Nomor 26);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 30)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 27);
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g. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 28);

h. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Sistem dan Prosedur Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012
Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pendataan dan Pelaporan Objek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2017 Nomor 19);

i. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42
Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020
Nomor 44);

j- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2019 Nomor 57);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Juni 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO
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Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 26-06-2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 54.




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NILAI SEWA REKLAME DAN KLASIFIKASI KELAS JALAN UNTUK PEMASANGAN REKLAME

1. NILAI SEWA REKLAME

PERIODE NILAI SEWA REKLAME
JENIS
NO MACAM REKLAME SATUAN Rp.
REKLAME PEMASANGAN (Rp.)
UTAMA KELAS A KELAS B KELAS C
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Reklame | Vidiotron / Megatron / 12 Bulan m? 1.836.000,00 | 1.800.000,00 | 1.722.000,00 | 1.650.000,00
Permanen | LED
Billboard / Bando Jalan 12 Bulan m?2 856.000,00 | 840.000,00| 805.000,00 770.000,00
Papan:
a. Brending / PJU 12 Bulan m?2 1.128.000,00 | 1.108.800,00 | 1.062.600,00 [ 1.016.000,00
b. Papan Bersinar 12 Bulan m?2 510.000,00 504.000,00 492.000,00 480.000,00
c. Papan Tidak Bersinar 12 Bulan m?2 440.000,00 432.000,00 414.000,00 396.000,00
2 Fel?(liamf,l Kain (Spanduk, Umbul- 1 Bulan m?2 40.000,00 38.000,00 36.000,00 34.000,00
nsidaenti
umbul, Banner, dli) < 1 Bulan m?2 32.000,00 30.000,00 28.000,00 26.000,00
1 Bulan m?2 128.000,00 120.000,00 | 115.000,00 110.000,00
Billboard / Baliho
< 1 Bulan m?2 100.000,00 96.000,00 92.000,00 88.000,00




3 4 5 6 7 8 9
Melekat & Stiker:
a. Melekat / Pengecatan 1 Bulan m?2 41.000,00 40.000,00 39.000,00 38.000,00
b. Melekat Berjalan 1 Bulan m2 40.000,00|  40.000,00| 40.000,00|  40.000,00
c. Stiker 1 Bulan m2 60.000,00|  60.000,00| 60.000,00|  60.000,00
Selebaran 1 Bulan m2 60.000,00|  60.000,00| 60.000,00|  60.000,00
1 Bulan Tiap 200.000,00 | 200.000,00| 200.000,00| 200.000,00
Udara < 1 Bulan Satuan 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00| 160.000,00
Suara 1 Bulan Tiap Kali | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00
1 Hari Suara 200.000,00 | 200.000,00| 200.000,00| 200.000,00
Apune 1 Bulan m2 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00| 120.000,00
< 1 Bulan m2 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00| 100.000,00
i / Side 1 Bulan Per 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00
< 1 Bulan Rol 200.000,00 | 200.000,00| 200.000,00| 200.000,00
1 Bulan Tiap | 1.400.000,00| 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00
Peragaan <1Bulan |Peragaan| 200.000,00| 200.000,00| 200.000,00| 200.000,00
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2. KLASIFIKASI KELAS JALAN UNTUK PEMASANGAN REKLAME

No Klasifikasi Kelas Jalan
1 2
1 | Klasifikasi Kelas Utama adalah pemasangan Reklame di lokasi yang dinilai
berdasarkan sudut pandang Nilai Strategis Tinggi antara lain berlokasi di:
a. Kawasan Aloon - aloon ke Timur (JI. Jend. Sudirman, Jl. Gajah Mada s/d
Perempatan Tonatan)
b. Kawasan Aloon - aloon ke Utara (Jl. KH Hasyim Asyari, Jl. Diponegoro
s/d Perempatan Tambakbayan)
c. Jl. Urip Sumoharjo s/d Perempatan Tambakbayan
d. Jl. KH. Achmad Dahlan s/d Perempatan Bunderan
e. Jl. HOS. Cokroaminoto
f. Jl. Sultan Agung Ponorogo
2 | Klasifikasi Kelas A adalah pemasangan Reklame di lokasi yang dinilai
berdasarkan sudut pandang Nilai Strategis Tinggi antara lain berlokasi di:
a. Kawasan Aloon — aloon ke Selatan (J1. Jend. Gatot Subroto s/d Pertigaan
Jenes)
b. Kawasan Pasar Songgolangit ke Utara (Jl. Soekarno Hatta, Jl. Arif
Rahmad Hakim s/d Jembatan Mlilir)
c. Kawasan Stadion (Jl. Suromenggolo dan Jl. Pramuka)
d. JL Ir. Juanda s/d Perempatan Jeruksing
e. Jl. MT. Haryono
f. Jl Letjend. S. Parman
g. Jl. Trunojoyo s/d Jembatan Sekayu
h. Jl. BatoroKatong
3 | Klasifikas Kelas B adalah pemasangan Reklame di lokasi yang dinilai
berdasarkan sudut pandang Nilai Strategis Sedang antara lain berlokasi di:
a. Jl. Yos Sudarso
b. Jl. MayjendSutoyo
c. Jl. Sukowati
d. Jl. Basuki Rahmad
e. Jl. Jend. Ahmad Yani
f. Pasar Pon ke Utara, Jl. Brigjend. Katamso
g. Pasar Pon Ke Selatan Jl. Letjend. Suprapto s/d Jeruksing
h. Jl. Niken Gandini
4 | Klasifikasi Kelas C adalah pemasangan Reklame di lokasi yang dinilai

berdasarkan sudut pandang Nilai Strategis Rendah antara lain berlokasi di:
a. Jl. Raya Jenangan s/d Wilayah Kec. Ngebel

b. Perempatan Jeruksing ke Timur (Jl. Halim Perdana Kusuma dan Jl. Raya
Pulung s/d Wilayah Kec. Pulung,Kec. Pudak, dan Kec. Sooko)
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2

Perempatan Jeruksing ke Selatan (J1. Kiageng Kutu, Jl. Raya Siman, dan
J1. Raya Jabung - Jetis - Bungkal)

Dengok ke Timur (JI. Raya Ponorogo - Trenggalek s/d Perbatasan
Trenggalek)

Dengok ke Selatan (J1. Raya Ponorogo - Pacitan s/d PerbatasanPacitan)

Kawasan Jembatan Sekayu ke Barat (JI. Raya Ponorogo - Solo s/d
PerbatasanWonogiri)

Perempatan Keniten ke Utara (Jl. Raya Ponorogo - Magetan s/d
Perbatasan Magetan)

Semua jalan yang tidak termasuk dalam Klasifikasi Kelas Utama, Kelas A,
Kelas B termasuk Reklame dalam ruangan Toko / Kantor / Instansi

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO
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LAMPIRAN II

NOMOR

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

: PERATURAN BUPATI PONOROGO
54 TAHUN 2024

HARGA DASAR AIR (HDA)

Kelompok Volume Pemakaian Air per Bulan dalam m?® (meter kubik)

Pemakaian 0-50 51 - 500 501 - 1000 | 1001 - 2500 >2500
Kelompok 1 5.700,00 7.400,00 10.000,00 13.800,00 19.600,00
Kelompok 2 4.950,00 6.300,00 8.300,00 11.300,00 15.700,00
Kelompok 3 4.200,00 5.100,00 6.600,00 8.700,00 11.900,00
Kelompok 4 3.400,00 4.000,00 4.800,00 6.100,00 8.000,00
Kelompok 5 2.700,00 2.850,00 3.100,00 3.600,00 4.200,00
Kelompok 6 135,00 200,00 270,00 400,00 540,00

a. Kelompok 1 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk
pengusahaan produk berupa Air, meliputi:

A

pemasok Air baku;

perusahaan Air minum swasta;
industri Air minum dalam kemasan;
pabrik es kristal;

pabrik minuman olahan; dan/atau

usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh
lima persen) sebagai bahan utama.

Kelompok 2 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk

pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:

ok Wb

industri tekstil;

pabrik makanan olahan;

hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel Bintang 5;
pabrik kimia;

industri farmasi; dan/atau

usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000
m?3/bulan per sumur.

Kelompok 3 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk

pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

A

hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
apartemen dan real estate;

pabrik es skala kecil;

agro industri dan perikanan;

industri pengolahan logam; dan/atau

usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m?® sampai
dengan 2.000 m?®/bulan per sumur.



2.

d. Kelompok 4 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk
pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:

f.

1

N kR

perkantoran;

usaha losmen/ pondokan/ penginapan/rumah sewa;
tempat hiburan;

restoran;

gudang pendingin;

pabrik mesin elektronik/perbengkelan;

pencucian kendaraan bermotor; dan/atau

usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000
m?®/bulan per sumur.

Kelompok 5 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk
pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang
kebutuhan pokok, meliputi:

1.
2.
3.
4.

usaha kecil skala rumah tangga;

hotel non bintang;

rumah makan; dan/atau

rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

Kelompok 6 adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

HARGA PATOKAN MBLB

Tarif Pajak (Rp)
NO JENIS Pajak per Rit
KOMODITAS TAMBANG
20%

1 Marmer 29.000,00
2 Andesit 28.000,00
3 Batu Gunung Quari Besar 28.000,00
-+ Batu Gamping/Kapur 24.000,00
o Batu Apung 23.000,00
6 Batu Kali 15.000,00
7 Kerikil Sungai 15.000,00
8 Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir 15.000,00
9 Pasir Kerikil dan Batu 15.000,00
10 | Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) 12.000,00
11 | Pasir Urug 12.000,00
12 | Tanah Liat 12.000,00
13 | Tanah Merah (Laterit) 12.000,00
14 | Tanah Urug 12.000,00
15 |Trass 12.000,00
16 | Urukan Tanah Setempat 12.000,00

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO
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